
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.515, 2010 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI. Penempatan. Perlindungan. TKI.  

 
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PER.14/MEN/X/2010  

TENTANG 
PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  

TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3), Pasal 32 ayat 
(4), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40, Pasal 58 ayat (3), Pasal 63 
ayat (2), Pasal 69 ayat (4), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 
ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 
Luar Negeri, perlu mengatur pelaksanaan penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;  

b. bahwa pengaturan penempatan dan perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia di luar negeri  sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, merupakan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1), 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota;  
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4445);   

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 

  5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan 
dan Organisasi Kementerian Negara; 

  6. Keputusan Presiden Nomor 02/M/2007 tentang 
Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 

  7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI TENTANG PELAKSANAAN 
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA 
KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
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1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah 
setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja 
yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah 
kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. 

2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam 
hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 

3. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang selanjutnya disebut 
Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI 
sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri 
yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, 
pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, 
pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara 
tujuan. 

4. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya 
disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis 
dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di 
luar negeri. 

5. Surat Permintaan TKI adalah surat dari pengguna dan/atau mitra usaha 
kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisasi oleh Perwakilan RepubIik 
Indonesia di negara penempatan mengenai permintaan TKI dengan syarat 
dan kualifikasi jabatan tertentu. 

6. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang 
diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah 
tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon 
pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu. 

7. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non 
kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang 
penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 

8. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang 
bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen 
penempatan TKI. 

9. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah 
kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan 
berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan 
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mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan 
kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. 

10. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah 
kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk 
bekerja di luar negeri. 

11. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana 
penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban  
masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

12. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS 
dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban 
masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di 
luar negeri. 

13. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna 
yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

14. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 
meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, 
disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu 
sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 

15. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi 
yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai 
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional 
dan/atau standar khusus. 

16. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh 
lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang 
telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 

17. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup 
aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar 
yang ditetapkan. 

18. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang 
ketenagakerjaan di kabupaten/kota. 

19. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang 
ketenagakerjaan di provinsi. 

20. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
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BAB II 
PENGERAHAN 
Bagian Kesatu 

Pengurusan SIP 
Pasal 2 

(1) PPTKIS yang akan merekrut calon TKI wajib memiliki SIP dari Menteri. 
(2) Penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh 

Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. 
(3) Penunjukan pejabat penerbit SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

ditetapkan dengan Keputusan  Menteri. 
Pasal 3 

(1) Untuk memperoleh SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPTKIS 
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat 
yang ditunjuk dengan  melampirkan: 
a. copy Perjanjian Kerjasama Penempatan TKI antara PPTKIS dengan 

pengguna atau mitra usaha PPTKIS; 
b. surat permintaan TKI dari pengguna;  
c. rancangan Perjanjian Kerja;dan 
d. rancangan Perjanjian Penempatan.  

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c 
dibuat dalam  bahasa negara tujuan penempatan dan/atau bahasa Inggris dan 
bahasa Indonesia serta telah mendapat persetujuan dari Perwakilan Republik 
Indonesia di negara tujuan. 

(3) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dinyatakan lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan dengan 
memperhatikan rencana kerja penempatan yang telah disetujui maka SIP 
diterbitkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja. 

Pasal 4 
SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), disampaikan kepada 
PPTKIS dengan tembusan pada dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota daerah 
rekrut. 

Pasal 5 
(1) PPTKIS yang akan melakukan proses rekrut harus menggunakan SIP asli 

atau SIP yang telah dilegalisasi oleh pejabat penerbit SIP.   
(2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka 

waktu 1 (satu) hari kerja. 
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